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Abstract: The Ministry of Social Affairs, as a public institution, holds a strategic role in managing
budgets for social welfare programs that directly impact the community. This study analyzes the per-
formance of the Ministry’s financial reports using the Balanced Scorecard (BSC) approach, which en-
compasses four key perspectives: financial, customer, internal business processes, and learning and
growth. The main objective of this research is to evaluate the extent to which the financial reports
reflect the effectiveness and efficiency of budget management as a form of public institutional account-
ability. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed, collecting data
through in-depth interviews with relevant stakeholders and an analysis of published financial report
documents. The data analysis was conducted interpretively through stages of theme categorization,
coding, meaning interpretation, and validation using data triangulation, which were then synthesized
into the Balanced Scorecard framework as a supporting evaluation tool. The findings indicate that,
from the financial perspective, budget realization aligns with targets, though efficiency can still be im-
proved. From the customer perspective, the public appreciates the social assistance but criticizes inac-
curacies in recipient targeting. The internal business process perspective reveals that aid distribution
functions relatively well, despite technical obstacles in the field. Meanwhile, the learning and growth
perspective highlights the need to enhance human resource capacity. Overall, the Balanced Scorecard
offers a comprehensive view of the Ministry’s financial performance and social policy implementation.

Keywords: Balanced Scorecard; Financial Report; Ministry of Social Affairs; Financial Performance;
Qualitative Method; Data Triangulation.

Abstrak: Kementerian Sosial sebagai institusi publik memiliki peran strategis dalam pengelolaan ang-
garan untuk program-program kesejahteraan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Penelitian
ini menganalisis kinetja laporan keuangan Kementerian Sosial melalui pendekatan Balanced Scorecard
(BSC), yang mencakup empat perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pem-
belajaran dan pertumbuhan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana laporan
keuangan mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas
institusi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, di mana
data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan analisis dokumentasi laporan
keuangan yang telah diterbitkan. Proses analisis dilakukan secara interpretatif melalui tahapan katego-
risasi tema, pemberian kode, interpretasi makna, dan validasi menggunakan triangulasi data, lalu disin-
tesis ke dalam kerangka Balanced Scorecard sebagai alat bantu evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari perspektif keuangan, realisasi anggaran telah sesuai dengan target meskipun masih ada pelu-
ang peningkatan efisiensi. Dari perspektif pelanggan, masyarakat mengapresiasi bantuan sosial tetapi
mengeluhkan ketidaktepatan sasaran penerima. Perspektif proses bisnis internal menunjukkan pelaksa-
naan bantuan relatif baik, meski menghadapi tantangan teknis. Sementara dari perspektif pembelajaran

dan pertumbuhan, terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Secara
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keseluruhan, penerapan Balanced Scorecard memberikan gambaran holistik atas kinerja dan pelaksa-

naan kebijakan sosial Kementerian Sosial.

Kata kunci: Laporan Keuangan; Kementerian Sosial; Kinerja Keuangan; Metode Kualitatif; Triangu-
lasi Data.

1. Pendahuluan

Setiap aktivitas manusia dalam kehidupan sosial senantiasa melibatkan suatu bentuk pet-
tukaran, baik berupa kebutuhan fisik, jasa, hingga pemikiran. Dalam konteks ini, transaksi
keuangan menjadi bagian vital dari interaksi sosial tersebut. Kebutuhan akan pencatatan
transaksi keuangan muncul sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya
ekonomi yang terbatas. Ilmu akuntansi lahir sebagai jawaban atas kebutuhan manusia dalam
mencatat, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan aktivitas ekonomi secara sistematis
[1], [2]- Tidak hanya mencatat aliran dana, akuntansi berkembang menjadi alat pengambilan
keputusan dan evaluasi kinerja, terutama bagi lembaga pemerintah yang menggunakan dana

publik.

Akuntansi sektor publik, berbeda dari akuntansi komersial, tidak hanya berfungsi untuk
mencatat dan menyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas. Dalam
instansi pemerintah, laporan keuangan menjadi alat yang mencerminkan integritas tata kelola,
efektivitas program, dan efisiensi anggaran [3]. Pengelolaan anggaran yang bersumber dari
pajak rakyat menuntut pemerintah untuk transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, akuntansi
dalam sektor publik memainkan peran strategis, tidak hanya dalam hal pengawasan, tetapi juga
scbagai mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan publik yang
menggunakan dana negara.

Entitas pemerintah berbeda secara mendasar dari entitas bisnis karena tujuannya bukan
mengejar keuntungan, melainkan melayani masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan public
[4]. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi publik [5]. Standar ini membentuk kerangka ketja pelaporan yang mengakomodasi
kebutuhan akan informasi yang dapat diverifikasi dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi
kebijakan secara kuantitatif dan sistematis. Ketepatan pelaporan keuangan bukan hanya soal
administrasi, melainkan turut menentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah tidak hanya mencerminkan realisasi anggaran, tetapi juga
menunjukkan bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan
publik. Oleh karena itu, laporan tersebut harus informatif, akurat, dan dapat diakses publik
[6]. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi seperti keterbandingan dan pengungkapan penuh
menjadi kunci untuk memastikan kualitas laporan keuangan [7]. Dalam konteks pengawasan,
laporan keuangan berperan penting dalam audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), sehingga penyajiannya harus mematuhi regulasi pengelolaan keuangan yang berlaku
secara ketat.

Dengan tuntutan yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas publik, laporan keuangan
kini menjadi bagian dari sistem evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga pemerintah [8].
Studi-studi terdahulu masih cenderung fokus pada efisiensi belanja atau realisasi anggaran se-
mata, padahal keberhasilan program pemerintah sangat tergantung pada proses internal,
kepuasan masyarakat, serta kapabilitas kelembagaan dalam mengelola perubahan dan pem-
belajaran organisasi [9] . Oleh karena itu, pendekatan evaluasi yang hanya berbasis output
tidak lagi memadai dalam menjawab kompleksitas pengelolaan publik masa kini.
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Akuntansi sektor publik di Indonesia tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 62 Tahun 2023, yang membedakan antara pelaporan keuangan entitas bisnis
dengan entitas non-profit seperti pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan dirancang un-
tuk mengakomodasi sifat unik lembaga negara yang tidak mengejar keuntungan, tetapi fokus
pada layanan publik [10]. Karena itu, akuntansi sektor publik tidak hanya menyajikan angka,
tetapi juga menjelaskan konteks di balik anggaran apa yang dicapai, bagaimana cara men-
capainya, dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Seiring waktu, pendekatan evaluasi berbasis indikator finansial mulai dinilai kurang me-
madai dalam mengukur efektivitas kinetja instansi pemerintah. Maka, pendekatan Balanced
Scorecard (BSC) mulai diperkenalkan ke sektor publik untuk memberikan pandangan yang
lebih holistik, dengan mempertimbangkan empat perspektif utama: keuangan, pelanggan,
proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan [11], [12]. Penerapan BSC
memungkinkan pengukuran yang lebih luas terhadap keberhasilan implementasi kebijakan
publik, karena menyertakan perspektif masyarakat sebagai pengguna langsung layanan
pemerintah.

Dalam konteks Kementerian Sosial, kepuasan masyarakat atas program bantuan sosial
merupakan indikator penting yang dapat diukur melalui pendekatan BSC. Berdasarkan hasil
survei kepuasan publik, sebagian besar masyarakat hanya merasakan dampak dari kebijakan
yang berkaitan langsung dengan distribusi bantuan, sementara aspek lain seperti edukasi dan
keberlanjutan program masih kurang dirasakan [13], [14].Ini menunjukkan bahwa kebijakan
sosial yang berhasil secara anggaran belum tentu optimal secara sosial, sehingga diperlukan
pendekatan evaluasi yang lebih mendalam.

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengevaluasi kinerja laporan keuangan Ke-
menterian Sosial dengan pendekatan Balanced Scorecard. Evaluasi ini tidak hanya mengukur
bagaimana anggaran direalisasikan, tetapi juga menilai dampak sosial, efisiensi proses, serta
pengembangan kapasitas organisasi [15]. Dengan studi kasus di Kota Malang, penelitian ini
menguji sejauh mana pelaporan keuangan Kemensos mampu menjelaskan efektivitas ke-
bijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat rentan. Pendekatan BSC dipilih karena
mampu menjembatani kesenjangan antara pelaporan finansial dan pencapaian strategis lem-
baga pemerintah.

Kementerian Sosial merupakan institusi kunci dalam pelaksanaan program-program pet-
lindungan sosial seperti PKH, BPNT, dan ATENSI, yang pendanaannya bersumber dari
APBN (Permensos No. 22 Tahun 2019). Evaluasi kinerja laporan keuangan kementerian ini
menjadi sangat penting mengingat besarnya anggaran yang dikelola serta dampaknya yang
langsung dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan (PMK No. 121/PMK.02/2011). Oleh
karena itu, laporan keuangan bukan hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban
administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menilai kualitas kebijakan sosial
yang dijalankan.

Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki representasi yang baik dari
wilayah urban dengan dinamika sosial yang kompleks dan penerima manfaat bansos yang sig-
nifikan [16]. Infrastruktur pelaporan digital di kota ini juga cukup baik dan terintegrasi dengan
sistem nasional, memudahkan pengambilan data yang akurat. Kondisi ini menjadikan Kota
Malang sebagai lokasi yang ideal untuk menilai implementasi kebijakan sosial pemerintah
pusat melalui analisis terhadap laporan keuangan kementerian terkait menggunakan Balanced
Scorecard. Fokus wilayah ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh yang dapat
digeneralisasi untuk wilayah serupa lainnya di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu banyak yang terfokus pada pengukuran efisiensi anggaran
dan belum menyentuh dimensi strategis secara menyeluruh [17].Selain itu, sedikit yang
mengaitkan antara laporan keuangan dan dampak sosial kebijakan. Padahal, pengukuran
kinerja yang ideal harus mampu mencakup keseluruhan proses dari input, proses, output,
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hingga outcome dan dampak sosialnya [18]. Penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut
dengan mengintegrasikan pendekatan Balanced Scorecard dalam menganalisis laporan keu-
angan instansi pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, agar diperoleh hasil evaluasi yang
lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
kinerja laporan keuangan Kementerian Sosial secara strategis, menggunakan pendekatan Bal-
anced Scorecard. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap
pengembangan metode evaluasi sektor publik yang lebih terukur dan berbasis hasil. Selain itu,
hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan berbasis data dan
sistem pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengel-
olaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara teoretis, laporan
keuangan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem akuntansi keuangan negara yang ber-
fungsi untuk mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah
secara sistematis dan akuntabel [19]. Perkembangannya semakin relevan dengan tuntutan
transparansi publik, khususnya pasca reformasi dan era digitalisasi akuntansi sektor publik.
Salah satu tantangan modernnya adalah bagaimana menjaga validitas data dan menghindari
salah saji material dalam pelaporan [20].

2.2 Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menilai
akuntabilitas dan efektivitas kebijakan fiskal. Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2023 |21], dokumen ini digunakan untuk memantau realisasi anggaran, menilai kinerja
keuangan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan oleh legislatif maupun eksekutif. Dalam
konteks demokrasi, laporan ini menjadi alat kontrol publik terhadap penggunaan dana negara
[22]. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana pembelajaran bagi pemerintah dalam menyusun
strategi perbaikan pengelolaan anggaran pada periode berikutnya.

2.3 Kinerja Kebijakan Pemerintah

Kinerja kebijakan pemerintah adalah hasil dari proses implementasi program yang
diukur melalui efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat [14]. Dalam
tataran teoritis, kinerja ditentukan oleh struktur organisasi, pengendalian manajemen, dan ke-
mampuan birokrasi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Penelitian sebelumnya menyo-
roti bagaimana koordinasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan penanganan pandemi
COVID-19, menegaskan pentingnya sinergi dalam mendukung efektivitas kebijakan [23].

2.4 Pengukuran Kinerja Pemerintah

Pengukuran kinerja dalam sektor publik terus berkembang, dari yang awalnya hanya
berbasis anggaran menjadi berbasis hasil (result-based measurement). Model pengukuran
modern mencakup zuput, ountput, outcome, dan impact [24]. Pemerintah Indonesia mulai menga-
dopsi kerangka evaluasi ini untuk meningkatkan akuntabilitas. Dalam Peraturan Menteri Pa-
riwisata No. 1 Tahun 2019, Balance Scorecard (BSC) mulai diperkenalkan sebagai alat bantu
evaluasi kinerja dengan empat perspektif utama. Pendekatan ini mendorong perubahan ori-
entasi dari sekadar realisasi anggaran ke dampak nyata kebijakan terhadap masyarakat.

2.5 Balance Scorecard dalam Organisasi Publik

Balanced Scorecard (BSC) merupakan pendekatan strategis yang menilai kinerja tidak
hanya dari sisi keuangan, tetapi juga mencakup pelanggan, proses internal, serta pembelajaran
dan pertumbuhan [25]. Pada sektor publik, BSC disesuaikan dengan misi pelayanan publik
dan akuntabilitas sosial. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan BSC pada
proyek pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan. BSC juga
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dapat mendorong integrasi antara perencanaan strategis dengan eksekusi program secara
akuntabel dan terukur [26].

2.6 Integrasi Keislaman dalam Akuntabilitas Publik dan Balanced Scorecard

Dalam perspektif Islam, prinsip akuntabilitas tercermin dalam nilai amanah, keadilan,
dan ihsan. Nilai-nilai ini sejalan dengan empat perspektif BSC. Al-Qur’an (Surah An-Nisa: 58)
menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan publik, sedangkan Surah Al-Isra: 27
melarang pemborosan, mendukung prinsip efisiensi anggaran. Hadis riwayat Bukhari-Muslim
juga menegaskan tanggung jawab moral pemimpin terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, pen-
dekatan BSC dapat dipadukan dengan nilai keislaman untuk membangun model akuntabilitas
publik yang tidak hanya profesional, tetapi juga spiritual dan etis [27].

3. Metode yang Diusulkan

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus,
yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan dan efektivitas realisasi
kebijakan bantuan sosial oleh Kementerian Sosial di Kota Malang. Pendekatan ini dipilih ka-
rena memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap dinamika di lapangan, terutama me-
lalui perspektif Balanced Scorecard yang meliputi aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis
internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan [28]. Analisis ini memungkinkan evaluasi lang-
sung atas pelaksanaan program terhadap anggaran dan kepuasan masyarakat, dengan pengum-
pulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen, serta dianalisis secara tematik dan
interpretif [29].

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, khususnya di Kelurahan Bandungtrejosari,
Balearjosari, Dinas Sosial Kota Malang, dan PT Pos Indonesia Cabang Utama Malang, sebagai
lokasi yang merepresentasikan seluruh rantai implementasi kebijakan bantuan sosial dati pusat
ke masyarakat. Kota Malang dipilih karena tingkat penyaluran bantuannya tinggi, sistem
pelaporan yang aktif, dan keterlibatan multiaktor yang komprehensif.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci dan pendukung yang terdiri dari
pejabat kelurahan, petugas Dinas Sosial, koordinator distribusi bantuan, dan penerima
manfaat, yang dipilih secara purposive sampling karena keterlibatannya langsung dalam pelaksa-
naan kebijakan. Penentuan subjek mempertimbangkan kapasitas mereka dalam memberikan
informasi mendalam sesuai indikator Balanced Scorecard, sehingga memungkinkan penggal-
ian data yang relevan secara kontekstual [30].

3.4 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara langsung dan ob-
servasi di lapangan, serta data sekunder berupa laporan penyerahan bantuan dari PT Pos In-
donesia dan dokumen pemerintah lainnya. Data primer menggambarkan persepsi dan pen-
galaman langsung informan, sedangkan data sekunder digunakan untuk verifikasi kuantitatif
dan pelengkap triangulasi [31].

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung,
dan dokumentasi, dengan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator Balanced
Scorecard untuk menggali empat perspektif kebijakan. Berikut tabel yang memuat daftar pet-
tanyaan untuk informan, yang mencakup aspek realisasi kebijakan dan respons masyarakat
atas bantuan pangan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data kuali-
tatif yang otentik, sedangkan observasi dilakukan saat proses distribusi untuk mengkaji
pelaksanaan teknis di lapangan [32].
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Tabel 1. Daftar Pertanyaan untuk Informan

No. Pertanyaan Indikator Pertanyaan
Realisasi Kebijakan Pemerintah

1 Bagaimana  Kebijakan = Bantuan 1. Ketersediaan dan Aksesibilitas pangan
Pangan dapat membantu kebutuhan [33]
pangan masyarakat? 2. Perubahan konsumsi pangan [33]

2 Apakah efektivitas kebijakan ini 1. Peningkatan daya beli masyarakat [34]
membantu daya beli masyarakat 2. Efektivitas kebijakan dalam daya beli

masyarakat [35]

3 Apakah  kejadian  gagal  panen 1. Elastisitas harga beras setelah kejadian
mempengaruhi kenaikan harga beras gagal panen [34]
di daerah sini?

4 Bagaimana kemampuan masyarakat 1. Frekuensi dan jumlah konsumsi
sekitar dalam memenuhi pangan pangan [33]
dalam 4 bulan terakhir?

5 Dalam pelaksanaan kebijakan 1. Proses penyaluran bantuan yang tepat
bantuan pangan, bagaimana sasaran [30]
pemerintah  setempat memastikan 2. Efektivitas monitoring serta evaluasi
bahwa bantuan tersebut memberikan kebijakan [35]
manfaat maksimal bagi penerima
bantuan?

Penyerapan Kebijakan Pemerintah

6 Bagaimana respons masyarakat atas 1. Persepsi masyarakat mengenai
bantuan pangan yang diberikan? relevansi bantuan terhadap kebutuhan

mereka [37]

7 Bagaimana dampak bantuan pangan 1. Pengurangan konsumsi barang non-
terhadap kehiupan masyarakat setelah pangan [38]
adanya menerima bantuan?

8 Bagaimana respon data penerima 1. Pergeseran konsumsi dari barang
yang memiliki permasalahan berupa mahal ke barang substitusi [34]
tidak tepat sasaran dari perencanaan?

11 Bagaimana respon masyarakt 1. Peningkatan kemandirian ekonomi
terthadap kebijakan yang diberikan [39]
sebagai perbantuan akann keadaan
yang tetrjadi?

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif dengan teknik
triangulasi, yang bertujuan mengolah data mentah dari hasil wawancara mendalam menjadi
informasi yang bermakna dan valid [29]. Proses analisis dilakukan melalui pengelompokan
tema, pemberian kode, penafsiran makna jawaban, serta pengujian silang antar sumber untuk
memastikan keabsahan data. Narasi hasil analisis kemudian disusun berdasarkan teoti yang
relevan, sehingga memperkuat keterkaitan antara temuan lapangan dan landasan konseptual

[30].
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4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan enam informan utama dan beberapa
pendukung, diperoleh gambaran yang memperkuat analisis terhadap pelaksanaan kebijakan
bantuan pangan Kementerian Sosial di Kota Malang melalui pendekatan Balanced Scorecard.
Informan SH, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandungrejosari,
menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala agar penyaluran bantuan lebih tepat
sasaran, tetlebih saat harga pangan melonjak. Sementara itu, NF, kader PSM Balearjosari,
menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan pada tahun 2024 jauh lebih lancar berkat adanya
sosialisasi dan sinkronisasi data yang lebih baik, yang turut mengurangi komplain masyarakat.
DM, Lurah Bandungrejosari, juga mengungkapkan bahwa mayoritas warga penerima merasa
puas terhadap bantuan, walaupun masih ada harapan agar bantuan diberikan lebih sering dan
dalam jumlah lebih besar. Pendapat ini didukung oleh D, penanggung jawab distribusi dari
PT Pos Indonesia, yang menyebut bahwa keberhasilan distribusi telah mencapai lebih dari
95%, berkat kerja sama aktif dengan pihak kelurahan dan sistem pelaporan yang rapi. MC dan
AA sebagai penerima bantuan juga mengonfirmasi manfaat besar dari program ini dalam me-
menuhi kebutuhan konsumsi harian mereka, terutama di tengah keterbatasan ckonomi
keluarga.

Namun demikian, beberapa pernyataan dari informan lainnya, menunjukkan bahwa
masih terdapat kelemahan dalam sistem koordinasi dan penyampaian informasi antar pihak
pelaksana. Keluhan muncul terutama terkait kurangnya informasi yang diterima oleh ke-
lurahan dari pihak kecamatan mengenai prosedur penyaluran maupun dokumen yang perlu
disiapkan. Hal ini menyebabkan sejumlah warga dan kader merasa kebingungan saat proses
penandatanganan atau penyaluran berlangsung. Bahkan Ediningtyas dari pihak pelaksana dis-
tribusi menyatakan bahwa beberapa kantor kelurahan tidak menghadiri sosialisasi yang sudah
dijadwalkan, dan hanya mengirimkan perwakilan dari kader PSM. Kondisi tersebut berdam-
pak pada efektivitas penyaluran, seperti yang diungkapkan oleh Moch Cholis dan Abdul Aziz
yang mengalami keterlambatan dan kekurangan dokumen karena kurangnya informasi awal.
Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa kendala administratif dan komunikasi
antarpihak masih menjadi titik lemah yang harus segera ditangani untuk meningkatkan efek-
tivitas pelaksanaan program sosial tersebut.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa kendala utama yang berulang adalah
ketidaksesuaian dan keterlambatan pembaruan data penerima manfaat. Masih ditemukan pen-
erima bantuan yang tidak lagi berdomisili di alamat terdaftar atau bahkan bukan penduduk
lokal, sementara warga lain yang lebih layak justru belum terdaftar. Ketergantungan pada sis-
tem pusat dan lambannya proses revisi data menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya menc-
erminkan kebutuhan sosial aktual. Akibatnya, distribusi bantuan oleh PT Pos Indonesia terka-
dang menemui hambatan seperti harus mengembalikan bantuan karena penerima tidak
ditemukan. Selain itu, dokumen penerima yang tidak lengkap turut memperlambat proses
verifikasi. Dalam konteks inilah, koordinasi lintas lembaga serta penguatan sistem manajemen
data menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Sejalan dengan itu, hasil evaluasi pasca-
verifikasi Bantuan Pangan PT Pos Indonesia 2024 mencatat bahwa dari total 24.632 Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), sebanyak 3.509 di antaranya merupakan pengganti, yang memper-
lihatkan masih tingginya angka ketidaksesuaian data yang harus diperbaiki secara sistematis.

4.1 Analisis Balanced Scorecard terhadap Laporan Keuangan Kementerian Sosial

Pendekatan Balanced Scorecard (BSC) digunakan untuk menganalisis kinerja laporan keu-
angan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui empat perspektif utama: keuangan, proses
bisnis internal, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Metode ini memberikan pan-
dangan menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak pengelolaan anggaran serta
implementasi kebijakan sosial oleh Kemensos. Analisis ini didasarkan pada data laporan real-
isasi anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), serta laporan kinerja Kemen-
terian Sosial tahun 2023.
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4.2 Perspektif Keuangan
Tabel 2. BSC Perspektif Keuangan
No Indikator Rumus Hasil Sumber
1 Tingkat Realisasi Anggaran (Realisasi /  (82.035 / 82.299) X LRA
Pagu) X 100% = 99,68%
100%
2 Rasio Belanja Pegawai terthadap (2.021 / 2,46% CALK
Total Belanja 82.035) x
100%
3 Rasio Belanja Barang terhadap (1.123 / 1,37% CALK
Total Belanja 82.035) X
100%
4 Rasio Belanja Modal terhadap (273 / 0,33% CALK
Total Belanja 82.035) X
100%
5 Rasio Belanja Bantuan Sosial (78.610 / 95,82% CALK
terhadap Total Belanja 82.035) %
100%
6 Realisasi PNBP  (Penerimaan (Realisasi/  (3.145 / 2.000) X CALK
Negara Bukan Pajak) Target) X 100% = 157,25%
100%
7 Saldo Kas Akhir Tahun Kas akhir - 4.306.970.248.412 - CALK
kas awal 2.719.470.853.997 =
Rp 1.587.499.394.415

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan perspektif keuangan menunjukkan tingkat
efisiensi dan penyerapan anggaran yang sangat tinggi, dengan realisasi anggaran mencapai
99,68%. Komposisi belanja juga menunjukkan fokus pada program perlindungan sosial,
dengan rasio belanja bantuan sosial mencapai 95,82%, dan belanja pegawai hanya 2,46%. Re-
alisasi PNBP yang melampaui target (157,25%) serta saldo kas yang sehat turut mencerminkan
pengelolaan fiskal yang akuntabel dan strategis.

4.3 Perspektif Proses Bisnis Internal
Tabel 3. BSC Perspektif Proses Bisnis Internal

No Indikator Rumus Hasil Sumber
1 Jumlah Mitra Penyaluran Bank Himbara, PT Pos, E-warong 3 CALK
2 Penyebaran melalui Salur Tunai Jenis salur: tunai dan nontunai Ada keduanya CALK

dan Nontunai (rekening)
3 Temuan BPK Signifikan Baru Ada/Tidak Tidak ada temuan CALK
baru yang signifikan
4  Sistem Pengendalian Intern Disebutkan SPI aktif dan berjalan  Ya CALK
Berjalan baik
5 Jumlah Program yang Disalurkan PKH, BPNT, ATENSI, Bantuan Min. 4 Program CALK

Secara Digital

bencana
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6  Persentase Bantuan Disalutkan Sebagian besar bansos disalutkan Mayoritas CALK

Lewat Sistem Elektronik via e-wallet/Bank

Dari tabel diatas terlihat bahwa proses bisnis internal Kemensos telah betjalan sistematis
dan digital. Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos, Himbara, dan E-warong, serta
secara tunai dan nontunai. Tidak adanya temuan signifikan oleh BPK, serta penguatan Sistem
Pengendalian Intern (SPI), memperlihatkan tata kelola internal yang kuat dan adaptif terhadap
perkembangan digitalisasi distribusi bansos.

4.4. Perspektif Pelanggan

Tabel 4. BSC Perspektif Pelanggan

No Indikator Rumus Hasil Sumber
1  Realisasi  Anggaran (Realisasi / (53.403 / 55.053) X 100% CALK
Pelatihan SDM Anggaran) X = 97,00%
100%
2 Rasio Belanja (53.403 / 2,064% CALK
Pelatihan  tethadap 2.021.127) X
Belanja Pegawai 100%
3 Jumlah Realisasi  Belanja 27.235.071.000 CALK
untuk Pengembangan  infrastruktur
Sarana SDM pendidikan dan
pelatihan
4 Efisiensi Anggaran Selisih Anggaran 55.053.709.500 - CALK
Pendidikan ASN vs Realisasi 53.403.348.000 =
1.650.361.500
5  Kegiatan Peningkatan  Disebutkan Ya, meskipun tidak CALK

Kapasitas SDM

Terlaksana

kegiatan pelatihan

dilaksanakan

disebutkan jumlah peserta

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan fokus pada pelanggan tercermin melalui pening-
katan kapasitas ASN dan masyarakat. Pelatthan SDM memiliki rasio realisasi 97%, dengan
bukti pengembangan kapasitas yang berdampak pada peningkatan kompetensi serta penda-
patan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang responsif dan inklusif

(CALK, 2023).

4.5 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Tabel 5. BSC Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

No Indikator Rumus Hasil Sumber

1 Realisasi Anggaran (Realisasi /(53403 / 55.053) CALK
Pelatihan SDM Anggaran) X 100% X 100% = 97,00%

2 Rasio Belanja (53.403 / 2.021.127)  2,64% CALK
Pelatihan  terhadap X 100%
Belanja Pegawai

3 Jumlah Realisasi  Belanja infrastruktur  27.235.071.000 CALK
untuk pendidikan dan
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Pengembangan pelatihan
Sarana SDM
4 Efisiensi Anggaran Selisih Anggaran vs 55.053.709.500 - CALK
Pendidikan ASN Realisasi 53.403.348.000 =
1.650.361.500
5  Kegiatan Disebutkan kegiatan  Ya, kegiatan CALK
Peningkatan pelatihan terlaksana

Kapasitas SDM dilaksanakan

Terlaksana

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kemensos telah berinvestasi pada SDM dan sis-
tem kerja berbasis teknologi, seperti Command Center dan dashboard bansos. Inovasi ini
mendukung pembelajaran organisasi dan peningkatan nilai reformasi birokrasi. Hasilnya, bu-
daya kerja berbasis data dan inovasi mendorong transformasi institusional secara berkelanju-
tan.

4.6 Pembahasan
4.6.1 Realisasi Kinerja Laporan Keuangan Kementerian Sosial dalam Balance Score-
card

Realisasi kinerja laporan keuangan Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan hasil
yang sangat positif ketika dianalisis menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Salah satu
indikator utama dari perspektif keuangan adalah tingkat realisasi anggaran yang mencapai
99,68% atau Rp 82,035 triliun dari pagu Rp 82,299 triliun. Capaian ini menandakan efisiensi
tinggi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi tersebut juga terlihat dalam kom-
posisi belanja yang didominasi oleh belanja bantuan sosial sebesar 95,82% dari total belanja.
Artinya, hampir seluruh anggaran Kemensos diarahkan langsung ke masyarakat sebagai pen-
erima manfaat. Ini mencerminkan keselarasan yang kuat antara perencanaan keuangan dan
implementasi kebijakan berbasis sosial.

Dalam perspektif pelanggan, data laporan keuangan memperlihatkan bahwa dua pro-
gram utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT), terealisasi hampir sempurna. Realisasi belanja PKH mencapai Rp 28,704 triliun atau
99,98% dari pagu, sementara BPNT terealisasi penuh Rp 45,120 triliun. Dari laporan kinerja,
keberhasilan ini dikonfirmasi dengan capaian ketepatan sasaran bansos yang mencapai
99,37% dan nilai kepuasan stakeholder sebesar 90,14. Kedua data ini menguatkan bahwa re-
alisasi keuangan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
dan rentan. Efektivitas penyaluran bantuan menunjukkan bahwa dana yang dikelola tidak
hanya terserap, tetapi menghasilkan output dan outcome yang signifikan.

Dari perspektif proses internal, laporan keuangan menunjukkan bahwa distribusi ban-
tuan dilakukan melalui tiga saluran utama yaitu PT Pos, Bank Himbara, dan E-Warong. Se-
mentara itu, laporan kinerja menegaskan adanya sistem pengendalian intern yang berjalan baik
dan tidak ada temuan signifikan baru oleh BPK. Ditambah dengan peningkatan nilai refor-
masi birokrasi menjadi 77,10, hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem dan
prosedur kerja internal Kemensos. Efektivitas proses bisnis ini juga didukung oleh digitalisasi
sistem seperti aplikasi SIKS-NG, command center, dan sistem pengawasan bansos. Ini
menunjukkan bahwa realisasi kinerja keuangan tidak hanya tentang serapan dana, tetapi juga
kelancaran prosedur dan tata kelola organisasi.

Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, laporan keuangan mencatat bahwa
realisasi belanja pelatihan pegawai mencapai 97% dari pagu, dengan rasio pelatihan terhadap
belanja pegawai sebesar 2,64%. Laporan kinerja memperlihatkan bahwa pelatihan berdampak
positif, seperti pada pelatthan kewirausahaan yang menghasilkan produk nyata dan
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peningkatan pendapatan peserta. Selain itu, laporan juga menyebutkan bahwa 85,71% pen-
erima ATENSI mengalami peningkatan kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa
realisasi anggaran pada pelatihan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga
berdampak nyata terhadap pertumbuhan kapasitas internal dan eksternal. Investasi pada SDM
menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung keberlanjutan kinerja kementerian.

Penggabungan antara laporan keuangan dan laporan kinerja dalam kerangka Balanced
Scorecard memberikan gambaran menyeluruh tentang realisasi kinerja Kemensos. Laporan
keuangan memberi fondasi kuantitatif, sementara laporan kinerja memberi bukti kualitatif atas
dampak sosial yang dihasilkan. Analisis menyeluruh menunjukkan bahwa pengelolaan keu-
angan Kemensos tidak semata efisien, tetapi juga efektif dan berorientasi hasil. Hasil ini pent-
ing tidak hanya bagi akuntabilitas fiskal, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan ke
depan. Dengan demikian, realisasi kinerja laporan keuangan dalam perspektif BSC dapat di-
anggap optimal dan strategis.

Dengan pencapaian ini, Kementerian Sosial menunjukkan bahwa mereka tidak hanya
berhasil menyerap anggaran secara maksimal, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam bentuk
layanan dan bantuan nyata bagi masyarakat. Keempat perspektif Balanced Scorecard secara
kolektif membuktikan bahwa realisasi anggaran tahun 2023 tidak bersifat nominal semata,
melainkan terkonversi menjadi kinerja substantif. Ini menjadikan Kemensos sebagai model
bagi kementerian/lembaga lain dalam mengelola dana publik secara akuntabel, produktif, dan
berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019, (2019)
menjelaskan bahwa pengukuran suatu kebijakan tentang bantuan pangan harus beradarakan
hasil pennyaluran yang telah dilakukan. Perihal ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 231 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, (2022)
bahwa pengukuran kinerja harus berdasarkan hasil yang ada dan penggunaan balance score-
card merupakan salah satu cara yang digunakan dalamm pengukuran seperti yang tertera da-
lam Peraturan Menteri Pariwisata No. 1 Tahun (2019) bahwa pengukuran kinerja dapat dil-
akukan menggunakan alat balance scorecard schingga mengetahhui keadaan dan perkem-
bangan dari suatu kebijakan yang telah dilakukan.

4.6.2 Dampak Penggunaan Balanced Scorecard terhadap Evaluasi Kinerja Keuangan
Kementerian Sosial

Penggunaan Balanced Scorecard dalam mengevaluasi kinerja keuangan Kementerian
Sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang dalam menilai keberhasilan
kebijakan. Sebelum diterapkannya pendekatan ini, laporan keuangan lebih sering dinilai hanya
berdasarkan angka-angka serapan anggaran dan kepatuhan administratif. Dengan adanya
BSC, pendekatan evaluasi menjadi lebih luas, mencakup aspek pelayanan, proses internal,
serta pengembangan institusi. Hal ini memungkinkan penilaian kinerja tidak hanya berdasar-
kan seberapa banyak anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga bagaimana dampak dan keber-
manfaatannya bagi masyarakat. Kementerian Sosial sebagai lembaga pelaksana kebijakan so-
sial menjadi lebih terukur dalam menilai kinerja secara strategis. Perubahan ini sangat penting
untuk memastikan bahwa anggaran negara memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu,
penerapan BSC berkontribusi dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan.

Salah satu dampak nyata dari penerapan BSC adalah meningkatnya perhatian terhadap
aspek kepuasan masyarakat sebagai indikator penting dalam pengukuran kinerja. Masyarakat
tidak lagi hanya dipandang sebagai penerima bantuan pasif, melainkan sebagai subjek evaluasi
yang memiliki suara terhadap efektivitas program. Melalui perspektif pelanggan, evaluasi ke-
bijakan menjadi lebih terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Penilaian tidak
berhenti pada distribusi anggaran, tetapi juga mencakup sejauh mana bantuan sosial benat-
benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara dengan penerima bantuan menun-
jukkan bahwa sebagian besar merasa terbantu, tetapi masih ada catatan mengenai ketepatan
data dan keterlambatan distribusi. Dampak ini memaksa lembaga terkait untuk melakukan
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pembaruan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan. Dengan kata lain, BSC mendorong
perubahan paradigma dalam pelaksanaan anggaran pemerintah menjadi lebih responsif dan

adaptif.

Selain itu, BSC memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dalam proses
birokrasi internal. Perspektif proses bisnis internal menuntut agar setiap prosedur yang dil-
akukan dapat ditelusuri, dievaluasi, dan diperbaiki jika ditemukan ketidakefisienan. Di Ke-
menterian Sosial, penggunaan BSC mendorong penguatan SOP serta peningkatan koordinasi
antarunit pelaksana di daerah. Informasi dari wawancara menunjukkan bahwa meskipun
struktur pelaksana telah terbentuk dengan baik, peran monitoring dan evaluasi di tingkat
bawah masih lemah. Hal ini berdampak pada kesenjangan antara perencanaan dan implemen-
tasi di lapangan. Penggunaan BSC secara tidak langsung menuntut agar evaluasi dilakukan
bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga sampai ke level pelaksana teknis. Dampak positif
lainnya adalah meningkatnya kesadaran pelaksana terhadap pentingnya akuntabilitas dan
pelaporan yang terstruktur. Dengan demikian, BSC membantu mengidentifikasi titik lemah
dalam proses pengelolaan bantuan sosial.

Penerapan BSC juga memperlihatkan adanya peningkatan dalam pembelajaran organ-
isasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Perspektif pembelajaran dan per-
tumbuhan menjadi ruang bagi organisasi untuk terus belajar dan berinovasi. Dalam konteks
Kementerian Sosial, pendekatan ini mendorong peningkatan pelatihan, pembekalan teknis,
serta manajemen pengetahuan yang lebih baik. Beberapa informan menyebutkan bahwa
setelah evaluasi BSC dilakukan, pegawai lebih memahami posisi dan perannya dalam rantai
pelayanan kebijakan. Kegiatan pelatihan menjadi lebih terarah dan berbasis pada hasil evaluasi
sebelumnya. Selain itu, organisasi juga menjadi lebih terbuka terhadap perubahan sistem dan
perbaikan kinerja. Dengan adanya ruang belajar yang lebih luas, pelaksanaan kebijakan sosial
menjadi lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan baru. Oleh karena itu, dampak BSC
sangat terasa pada aspek kapabilitas institusi secara menyeluruh.

Penggunaan BSC tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga men-
dorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip trans-
paransi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi lebih mudah diukur dan diwujudkan me-
lalui indikator-indikator dalam BSC. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial, kejelasan
data, keterbukaan informasi, serta dokumentasi pelaporan menjadi indikator penting yang
tidak bisa diabaikan. BSC mendorong sistem evaluasi yang berbasis bukti, di mana setiap
proses harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi
birokrasi yang menuntut kinerja pemerintah lebih profesional dan terukur. Penggunaan BSC
juga mengurangi potensi penyimpangan karena setiap proses memiliki indikator capaian yang
dapat dievaluasi secara berkala. Oleh karena itu, BSC bukan hanya alat manajemen, tetapi juga
instrumen tata kelola yang baik dan bersih.

Secara keseluruhan, dampak penggunaan Balanced Scorecard terhadap evaluasi kinerja
keuangan Kementerian Sosial sangat positif dan konstruktif. Pendekatan ini mengubah cara
pandang terhadap pengelolaan anggaran dari yang semula bersifat administratif menjadi lebih
strategis dan berorientasi hasil. Dengan menggabungkan indikator keuangan dan non-keu-
angan, BSC membantu menciptakan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan akuntabel.
Penggunaan BSC juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat, transparansi, serta efisiensi birokrasi pemerintah. Kementerian Sosial diharapkan
terus mengembangkan dan menyempurnakan penerapan BSC agar menjadi budaya kerja yang
berkelanjutan. Evaluasi berkala dengan pendekatan BSC juga dapat digunakan untuk men-
gidentifikasi tantangan baru serta merumuskan strategi yang lebih adaptif. Dengan demikian,
BSC menjadi instrumen penting dalam pembangunan kebijakan sosial yang lebih efektif dan
bermakna.
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4.6.3 Respon Masyarakat terhadap Kinerja Kementerian Sosial dalam Perspektif Bal-
anced Scorecard

Respon masyarakat terhadap kinerja Kementerian Sosial menjadi salah satu indikator
penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara,
sebagian besar masyarakat penerima bantuan menyatakan bahwa bantuan yang diterima san-
gat membantu kebutuhan dasar mereka. Mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah dan
mengapresiasi adanya program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Namun,
tidak semua masyarakat merasakan hal yang sama. Beberapa informan menyatakan ketid-
akpuasan karena merasa tidak mendapatkan haknya, atau karena penyaluran yang lambat dan
kurang merata. Hal ini mencerminkan pentingnya peningkatan dalam hal ketepatan sasaran
penerima. Oleh karena itu, persepsi masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi utama dalam
kebijakan sosial.

Ketidakpuasan masyarakat sebagian besar berakar pada masalah data dan verifikasi
penerima bantuan yang dianggap belum akurat. Beberapa warga yang sebenarnya layak
menerima bantuan justru tidak terdata, sementara yang dianggap mampu malah terdaftar se-
bagai penerima. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, terutama
di lingkungan padat penduduk. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami
mekanisme penyaluran bantuan secara keseluruhan. Kurangnya sosialisasi dari pihak
pemerintah atau aparat pelaksana membuat masyarakat bingung tentang prosedur, waktu pen-
yaluran, dan hak mereka. Ketidakpastian informasi ini memperburuk kepercayaan publik ter-
hadap kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, kejelasan dan keterbukaan informasi men-
jadi aspek penting dalam memperbaiki persepsi masyarakat.

Dalam perspektif Balanced Scorecard, respon masyarakat termasuk dalam perspektif
pelanggan yang mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Kepuasan
masyarakat terhadap kebijakan bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kecepatan, ketepatan,
dan keterbukaan dalam pelaksanaannya. Beberapa informan menyatakan bahwa distribusi
yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan meningkatkan kepercayaan mercka terhadap
pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang mengalami keterlambatan atau kendala administratif
dalam menerima bantuan mengaku kecewa dan enggan memberikan penilaian positif.
Penilaian ini menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan
publik. Evaluasi berkala terhadap kepuasan masyarakat dapat dijadikan dasar dalam perbaikan
sistem pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, monitoring atas tanggapan masyarakat harus
menjadi bagian dari siklus kebijakan.

Respon positif masyarakat juga terlihat pada wilayah yang memiliki pelaksana kebijakan
yang aktif dan komunikatif. Di beberapa kelurahan, petugas lapangan menjalin komunikasi
yang baik dengan masyarakat, memberikan informasi lengkap, dan siap membantu jika ter-
dapat kendala. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa lebih dihargai dan memiliki salu-
ran komunikasi yang terbuka dengan pemerintah. Kondisi ini tidak hanya menciptakan rasa
puas, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menjaga keber-
lanjutan program. Partisipasi ini penting sebagai bentuk akuntabilitas sosial yang mendukung
transparansi kebijakan. Dengan demikian, peran aktif pelaksana kebijakan di tingkat bawah
turut memengaruhi persepsi masyarakat. Pemerintah pusat perlu menjadikan praktik ini se-
bagai contoh untuk direplikasi di wilayah lain.

Respon masyarakat terhadap kinerja Kementerian Sosial juga mencerminkan nilai-nilai
publik (public value) yang diharapkan dari sebuah kebijakan sosial. Ketika bantuan sosial
mampu mengurangi beban hidup, meningkatkan ketahanan pangan, atau menciptakan rasa
keadilan, maka kebijakan tersebut dianggap menciptakan nilai publik. Dalam wawancara, be-
berapa penerima bantuan menyebut bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam me-
menuhi kebutuhan hatian keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial tidak
hanya berdampak secara administratif, tetapi juga secara emosional dan sosial bagi masyarakat.
Rasa dihargai dan diberdayakan menjadi indikator bahwa kebijakan menyentuh aspek keman-
usiaan. Oleh karena itu, penilaian masyarakat terhadap kebijakan perlu dipandang sebagai
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ukuran keberhasilan yang setara pentingnya dengan realisasi anggaran. Dengan demikian,
evaluasi harus menggabungkan unsur teknis dan humanistik secara seimbang,.

Berdasarkan keseluruhan temuan, respon masyatrakat terhadap kinerja Kementerian
Sosial bervariasi tergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Wilayah dengan imple-
mentasi yang baik cenderung memperoleh respon positif, sedangkan wilayah yang kurang
terkelola menunjukkan ketidakpuasan dan kebingungan masyarakat. Balanced Scorecard
memberikan kerangka kerja yang ideal untuk menilai dinamika ini secara sistematis. Pendeka-
tan ini memungkinkan pemerintah melihat respon masyarakat sebagai cerminan dari kualitas
kebijakan dan manajemen internal organisasi. Untuk itu, evaluasi kinerja berbasis respon
masyarakat harus dijadikan prioritas dalam penyusunan kebijakan selanjutnya. Selain itu, perlu
ada sistem umpan balik yang lebih terbuka agar suara masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti.
Dengan demikian, kebijakan bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga diterima
dengan baik oleh masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendekatan Bal-
anced Scorecard (BSC) mampu memberikan gambaran komprehensif terhadap kinerja Ke-
menterian Sosial melalui empat perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses internal, serta
pembelajaran dan pertumbuhan. Penggabungan antara laporan keuangan dan laporan kinerja
menghasilkan pemetaan yang saling terintegrasi antara input, proses, hingga output, yang
mencerminkan efektivitas tata kelola sosial berbasis anggaran. Penelitian ini menunjukkan
bahwa serapan anggaran tinggi disertai dengan pencapaian dampak sosial yang konkret,
kepuasan masyarakat yang tinggi, serta sistem pengawasan dan distribusi yang solid. Dengan
demikian, penerapan BSC bukan hanya sekadar alat evaluasi teknis, melainkan strategi mana-
jemen publik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan sosial.

Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa lembaga pemerintah seperti Kementerian
Sosial dapat memadukan efisiensi keuangan dengan dampak sosial yang nyata melalui
kerangka BSC. Hal ini menjadi dasar penting bagi pengambil kebijakan dan akademisi untuk
menilai kinerja institusi secara lebih holistik. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbata-
san dalam ruang lingkup objek, yang hanya berfokus pada satu kementerian dan bersifat
deskriptif. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk memperluas objek ke lembaga
lain, menambahkan pendekatan kuantitatif, serta mengeksplorasi tantangan implementasi ke-
bijakan. Upaya ini penting agar penerapan Balanced Scorecard dapat terus disesuaikan dan
dikembangkan sebagai alat evaluasi strategis dalam tata kelola pemerintahan modern.
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